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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten se-daratan 

Flores maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hasil analisis statistik deskriptif dapat memberikan informasi mengenai  

nilai minimum dan maksimum data pada variabel  Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung, nilai 

minimum data secara berturut-turut yaitu sebesar Rp. 6.494.395.244,06; Rp. 

193.062.072.197,00; Rp. 21.065.970.641,00 dan Rp. 27.108.132.915,00. 

Sedangkan nilai maksimum data pada variabel  Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Belanja Langsung, secara 

berturut-turut yaitu sebesar Rp 169.920.911.284,19; Rp. 

654.995.752.000,00; Rp. 271.923.106.395,00 dan Rp. 562.610.151.321,00. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada 

Kabupaten se-daratan Flores. Dimana nilai thitung PAD  sebesar 3,915 dan 

nilai thitung DAK sebesar 5,068 dengan nilai signifikan 0,000  lebih kecil 

dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%, sedangkan Dana 

Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung dimana nilai thitung 
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sebesar -0,022 dan nilai signifikansi sebesar 0,982 lebih besar dari tingkat 

alfa yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau 5%. 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten se-daratan Flores Dimana nilai 

Fhitung sebesar 31,595 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 

dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%.  

4. Hasil koefisien determinasi (R2) adalah 0,702 yang berarti 70,2% 

merupakan variasi  variabel dependen yaitu Belanja Langsung (Y) dapat 

dijelaskan atau merupakan kontribusi dari ketiga variabel independen yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi 

Khusus (X3). Sedangkan sisanya 29,8% dijelaskan oleh variabel lain yang 

terdapat diluar model ini.      

6.2  Saran  

        Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan di atas, maka 

peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:  

1. Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh paling tinggi terhadap 

Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten daratan Flores. 

Maka sebaiknya Pemerintah Daerah lebih mengoptimal dan menggali 

sumber-sumber Penerimaan Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah 

untuk setiap Kabupaten se-daratan Flores  terus meningkat dari tahun ke 

tahun.  
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2. Pemerintah Daerah harus mengolah dengan baik Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat 

agar lebih mengutamakan pengalokasian ke Belanja Langsung 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar 

dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih 

dalam pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten se-

daratan Flores dengan menambah variabel independen lainnya agar variabel 

yang digunakan dalam penelitian selanjutnya lebih bervariasi sehingga 

mampu mendapatkan hasil koefisien determinasi (R2) yang lebih besar dari 

penelitian ini. 
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